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 ABSTRAK 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN 
PENGGILINGAN PADI DENGAN BERAS 
(Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan) 
 
Oleh : 
AFRIZAL 
 
Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan 
antara seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk 
muamalah salah satunya adalah upah-mengupah Seperti yang terjadi di Desa 
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Dimana pemberian 
upah sebelumnya tidak ada kesepakatan anatara kedua belah pihak. Menurut 
peneliti hal tersebut bertentangan dengan syarat dan rukun upah, karena dalam hal 
ini yang menjadi acuan masyarakat adalah  kebiasaan setempat. Meskipun hal 
tersebut mendatangkan kerelaan diantara keduanya, namun menurut penliti hal 
tersebut dapat mendatangkan kemudaratan karena tidak adanya keterbukaan 
sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam telah 
ditetapkan bahwa suatu akad dianggap sah apabila dilakukan oleh mukalaf dan 
harus adanya kejelasan dari sisi akad tersebut yang diketahui oleh keduanya 
sehingga tidak ada yang dirugikan. 
Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 
pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam 
tentang sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya 
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? Adapun penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di 
Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dan untuk 
mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan penggilingan padi 
dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung 
Selatan. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif,analisis sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Sampel 
dari penelitian ini adalah pihak pabrik dan pemilik padi. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi 
penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik editing dan 
sistematisasi data. 
Berdasarkan hasil penelitan dapat di kemukakan bahwa sistem 
pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek pengupahan yang 
dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan di Desa Sukajaya telah memenuhi 
rukun dan syarat dalam pengupahan, dimana sistem pengupahannya  setiap 10 kg 
beras dibayar dengan 1 kg beras. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan 
penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung 
Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek upah mengupah yang sesuai dengan 
 hukum  Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sukajaya, 
pada dasarnya prkatek pengupahan penggilingan padi menggunakan beras 
mengandung unsur tolong menolong. Namun akan lebih baik ketika pemotongan 
berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk 
mengindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak. 
  
   
   
 MOTTO 
 
                       لله    لله  
        
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-maidah (5) : 2). *   1 
 
  
                                                             
*
Depatemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung : CV PenerbitDiponerogo), h. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam membahas judul 
skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan 
maksud dari skripsi ini.Adapun penelitian ini memiliki judul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras 
(Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan).” 
Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul 
tersebut, perlu memberikan penjelasan sebagai berikut : Tinjauan adalah 
pendapat, meninjau atau hasil dari sebuah penyelidikan dan sebagainya.
2
 
Hukum Islam dalam arti fiqih adalah koleksi daya upaya para ahli hukum 
untuk menerapkan syari‟at atas kebutuhan masyarakat.3 
Menurut Prof. H. Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqih 
menyebutkan, hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah SWT dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 
diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
4
 
 
                                                             
2
 Departemen Pendidikan & Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi Ke 
Empat, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1060. 
3
  Hasbi, Ashiddieqi,Pengantar Ilmu Fiqih,(Jakarta:CV.Mulia, 1976), h. 44. 
4
  Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5. 
 Pengupahan adalah proses, cara, perbuatan pemberian upah.
5
 Menurut 
Bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti.
6
 Menurut istilah 
(terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 
memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.
7
 Penggilingan 
adalah alat untuk menggiling padi, tebu.
8
 Padi adalah tumbuhan yang 
menghasilkan beras ada banyak macamnya namanya sebangsa butir dan buah 
dari pada padi.
9
 
Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya untuk ditanak menjadi 
nasi.
10
 Berdasarkan penjelasan judul di atas maka pengertian judul skripsi ini 
secara menyeluruh adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan 
Penggilingan Padi dengan Beras yang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk membahas judul skripsi 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Alasan Objektif 
a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan 
salah satu masalah praktek muamalah yang sementara tumbuh dan 
berkembang di dalam kehidupan masyarakat. 
                                                             
5 Departemen Pendidikan & Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit, h. 
1070. 
6
  Ibid. h. 188. 
7
 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluargda dan 
bisnis), Bandar Lampung, 2015, h. 187. 
8
  Tim Pandom Media Nusantara, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, (Jakarta Balai 
Pustaka, 2006), h.282. 
9
  Ibid. h. 622. 
10
  Ibid. h. 121. 
 b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengupahan ini. 
2. Alasan Subjektif 
a. Sejauh yang penulis ketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas 
dalam judul skripsi, khususnya di Fakultas Syari‟ah. 
b. Karena ruang lingkup pembahasan termasuk dalam salah satu bidang 
ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari‟ah, yakni fiqih 
mu‟amalah. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dimuka bumi tidak dapat 
melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani 
atau kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia selalu 
membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorangpun 
manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu 
manusia disebut sebagai makhluk sosial. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pergaulan dalam hidupnya 
merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam pergaulan hidup ini 
setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, dan juga 
sebaliknya. Sehingga sering kali butuh kerja sama dalam memcapai tujuan 
bersama.Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam 
melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong yang saling 
menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak.  
 
 Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur‟an surat Al-
Maidah ayat 2 : 
 
             لله           
                            
                     
                       
       ِللها      ِللها        
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], 
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-
id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 
sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 
sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 
mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.”11  
Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami secara global bahwa Allah 
SWTmemerintahkan manusia untuk tolong menolong dalam berusaha dan 
bekerja, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi 
tanggungjawabnya. Namun Islam tidak mewajibkan untuk memilih bentuk 
usaha pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya serta keterampilan yang 
                                                             
 
11
 Usman Al-Qurtuby, Al-Quran Cordoba, (Bandung : Cordoba Internasional, 2016). h. 
106.   
 dimilikinya.Islam tidak menentukan jenis atau bentuk kerja yang lebih baik 
asalkan halal, baik dan terhomatnya itulah yang dibenarkan Islam. 
Al- Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut bahasanya 
adalah al-iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah,
12
 
Prinsip setiap orang yang bekerja biasanya pasti akan mendapatkan imbalan 
dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga 
terciptalah suatu keadilan.  
Dalam QS. Al-Jaatsiyah :22, Allah SWT berfirman: 
  لله                    
      
 Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar 
dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka 
tidak akan dirugikan”.13 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan 
berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama, untuk itu harus 
dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya. 
Islammenjelaskan apabila memperkerjakan seseorang hendaklah memberikan 
upahnyasebelum kering keringatnya. 
Masyarakat biasanya dalam mengupah pekerja tidak ada kesepakatan 
sebelumnya, seperti yang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung 
Kabupaten Lampung Selatan. Upah bagi jasa penggilingan padi di daerah 
tersebut,tidak ditentukan di awal. Hal ini mengakibatkan pihak yang 
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 Hendi Suhendi,Fiqih Muamalah,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,  2010), h. 113. 
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  Usman Al-Qurtuby, Op Cit. h. 500. 
 menggiling padi tidak bisa menerima. Untuk itu perlu didakan penelitian 
dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan 
Padi Dengan Beras (Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi Di Desa 
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan). 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa 
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan  
padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten 
Lampung Selatan? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui sistem pengupahan penggilingan padi dengan 
berasyang berada di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupatem 
Lampung Selatan. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengupahan 
penggilingan  padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 
 
 
 2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat 
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem praktik 
upah mengupah yang terus berkembang dimasyarakat, serta 
diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik upah 
mengupah yang sesuai dengan hukum Islam. 
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 
Lampung. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yaitu 
dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini 
pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik 
dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyakat. 
Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran upah 
tidak ditentukan di awal akad pada masyarakat Desa Sukajaya 
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 
b. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang 
melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau 
mengambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan 
proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya 
menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami 
 dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.
14
 Dalam kaitan penelitian, 
ingin mengambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya 
tentang Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi 
dengan beras yang tidak ditentukan di awal akad kepada masyarakat 
Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan 
hukum dariketidakjelasan upah mengupah penggilingan padi dengan 
beras, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 
sebagaiberikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari 
karyawan pabrik padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten 
Lampung Selatan.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak 
langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti 
menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan 
pelaksanaan pengupahan pada pabrik padi di Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini data sekunder 
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 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial, (Bandung: Mondar Maju, 
1996), h.33. 
 diperoleh dari dokumen-dokumen pabrik dan buku-buku referensi yang 
berkaitan dengan masalah dalam penelitian. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
15
 Apabila populsi 
kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang 
dilakuakan merupakan penelitian polulasi. Tetepi jika jumlah 
populasinya lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% 
atau lebih. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik 
pabrik, karyawan pabrik, dan penggiling padi (konsumen) yang ada di 
Desa Sukajaya Kecamatan Katibung yang jumlahnya sebanyak 103 
orang, yang terdiri dari 1 orang pemilik pabrik, 2 orang karyawan 
pabrik dan 100 orang penggiling padi (konsumen), dengan rentan 
waktu bulan April sampai dengan bulan September. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
16
 Ada 
beberapa tehnik pengambilan sampel, dalam penelitian ini penyusun 
menggunakan tehnik Purposive Sample (sampel bertujuan). Sampel 
bertujuan dilakuakan dengan cara mengambil subjek bukan 
berdasarkan strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya 
tujuan tertentu yaitu konsumen yang menggiling padi dibayar dengan 
beras adapun sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 
108. 
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 Ibid, h. 109. 
 dari 1  pemilik pabrik, 2 karyawan pabrik, dan 7 penggiling padi 
(konsumen). 
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah cara dan tekhnik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang 
dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap 
pelaksanaan akad dan upah mengupah di pabrik padi. 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 
bersumber langsung dari respoden penelitian dilapangan (lokasi). 
Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan karyawan pabrik 
padi yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan pada masalah 
yang bahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar 
pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada karyawan pabrik 
padi terkait bagaimana praktik pelaksanaan akad dan upah mengupah 
tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. 
Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan 
tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 
 pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan 
membuka kesempatan untuk lebih memeperluas pengetahuan terhadap 
sesuatu yang diselidiki. 
 
5. Metode Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan data (editing) 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data 
yang masuk atau (raw data) terkumpul itu tidak logis dan 
meragukan.
17
 Tujuanya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat 
koreksi, sehingga kekuranganya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 
b. Sistematisasi Data (sistemstizing) 
Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda 
menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
6. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu akad pengupahan penggilingan 
padi di pabrik tanpa adanya kejelasan dari akad dan ditinjau pengupahan 
dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. 
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 Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penalitian dan Penerbitan 
LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115. 
 Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuanya agar 
dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat  
memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan upah mengupah 
sebagaimana yang ada dalam hukum Islam. 
Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir 
induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 
mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 
mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam 
membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan 
pelaksanaan upah mengupah dan hasil analisanya dituangkan dalam bab-
bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam 
penelitian ini. 
 
 
  
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Upah Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Upah (Ijarah) 
Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi 
pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.
18
 Dari 
pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan 
kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi 
lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah 
adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.  
          Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah 
merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari 
seorang mua’jir oleh seorang musta’jir yang jelas dan sengaja dengan cara 
memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad al-ijarah tidak boleh 
dibatasi oleh syarat, akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk 
diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-
ijarah hanya ditunjukan pada manfaat.  
Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai 
objek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu 
kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan 
makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda., seperti seorang 
mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan 
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 upah digunakan untuk tenaga, seperti,  “para karyawan bekerja di pabrik 
dibayar gajiannya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami 
bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam 
bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.
19
 
             Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara etimologi kata Al-
ijarah berasal dari kata al-ajru’ yang berarti al-‘iwad yang dalam bahasa 
indonesia berarti ganti atau upah.
20
 Sedangkan secara istilah ijarah adalah 
akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karnanya, Hanafiah mengatakan 
bahwa ijarah adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.
21
 
           Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara emimologi ijarah 
adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan 
satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaanya. Untuk definisi ini digunakan 
istilah-istilah ajr, ujrah dan ijarah. Kata ajara-hu dan ajara-hu digunakan 
apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya 
digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata al-ajr 
(pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujrah 
(upah sewa) digunakan ntuk balasan di dunia.
22
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 
2010),  h. 115. 
20
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma‟arif, 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5(Jakarta Gema 
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 A. Riawan Amin.Sc., Buku pintar Transaksi Syari’ah (menjelankan Kerja 
Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengkata Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta 
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            Ijarah adalah “pemilikkan jasa dari seorang yang menyewakan (mu’ajjir) 
oleh orang yang menyewa (musta’jir), serta pemilikan harta dari pihak 
musta’jir oleh seorang mu’ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan 
transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.
23
 
           Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa 
sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan 
dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan 
timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek 
dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda 
bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang mengaggap 
benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya 
manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari 
tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah 
dalam masyarakat.
24
 
 
 
 
2.  Dasar Hukum Upah (Ijarah) 
a. Al-qur‟an  
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 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), 
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 M. Yasid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga 
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            Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan"; adalah sebuah kitab 
suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini 
diturunkan oleh Allah.  
          Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyari‟atkan dalam 
Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti abu Bakar Al-
Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak 
menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan 
walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut 
kebiasaan (adat). 
Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariattkan berdasarkan Al-
Qur‟an, As-sunnah, dan ijma. 
1) Al-Qur‟an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan: 
                             
                         
                       
  لله          
 
Artinya : “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 
lagi dapat dipercaya”. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 
cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka 
 aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 
Termasuk orang- orang yang baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27)
25
 
 
2) Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan: 
                                   
    ُللها    لله           
 
Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)26 
 
    Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja 
harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan 
ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi 
kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal 
ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya 
kepada merekan, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi 
tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah 
harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari 
kedua belah pihak.
27
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 3) Al-Qur‟an Surat An-Nahl ayat 97 : 
                            
                      
 
Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan”. (Q.S. An-Nahl : 97)28 
 
Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang 
beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang 
yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikatagorikan sebagai 
amal saleh, dengan syarat perusahannya tidak memproduksi, menjual atau 
mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang 
buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan 
di dunia dan imbalan di akhirat.
29
 
b. Hadist 
        Hadits adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan 
dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadits dijadikan 
sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadits 
merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.  
    Selain itu ayat Al-Qur‟an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan 
tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan: 
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  ِدْبَع ْنَع  ِللها لوُسَر َلَاق :َلَاق َرَمُع ِنْب  ِللها  َص  ل ُللها ى  َع َل ْي ِو  َو َس  ل َم :ُوطَْعأ َُهرْجَأ َيرِجَلأا ا
  فَِيَ ْنَأ َلْب َق وجام نبا هاور( ُُوقَرَع )30      
Artinya : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : 
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. 
Ibnu Majah, shahih).  
     Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara 
jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits 
riwayat Abu Sa‟id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda : 
 َو َع ْن  َا ِب َس  ِع ْي  د  ُخا ْد ِر  ى  َر ِض َى  ُللها  َع ْن ُو  َا ن  ناا  ِب   َص  ل ُللها ى  َع َل ْي ِو  َو َس  ل َم  َلَاق ِنَم :
 ْسا َت َجا َر َا ِج ْي  را َُول  مَسُيْل َف ُا.َُوت َرْج(  َوَر ُها  ُدْبَعا ز  رلا  َق)
31  
Artinya: Dari abu sa‟id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, 
“barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R 
Abdurrazaq). 
 َع ْن  َا َن  س  َر  ِض َى  ُللها  َع ْن ُو  َا ْج َر ُح ا ْج ِما  َف ِا : ق ْج َت َج َم  َر ُس ْو ُل  ِللها  َص  ل ُللها ى  َع َل ْي ِو  َو 
 َس َل َم َح,  ج َم ُو  َا ُب ْو  َط ْي َب َة  َو َا ْع َطا ُه  َص َع ا ِْي  ِم ْن  َط َع  ما.(  َر َو ُه  َُبا ِرا ّى)32  
Artinya : Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari 
bekerja membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu 
Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha‟ makanan. 
Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh 
agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut: 
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  َو َع ْن  َا ِب ُى  َر  ْي َر  َة  َر ِض َي  ُللها  َع ْن ُو  َق َل ا  َق : َل ا  َر ُس ْو  َل  ِللها  َص  ل ُلله ى  َع َل ْي ِو  َو َس  ل َم  ,
 َث َل َث ُة  َا َن َخ ا ْص ُم ُه ْم  َي ْو َم ا ْل ِق َي َم ا ِة  َر ُج ُل  َا ْع َط  ِب ُُْ    َغ َد  َر َو َر ُج ُل  َاب َع  ُح  ر َف ,ا َا   َك َل  ََث ُن ُو ,
 َو َر ُل  َا ْس َت ْا ِج ْي  را  َفا ْس َت ْو َف ِمي ْن ُو  َو َْل  َي ْع ِط ِو  َا ْج َر ُه.(  َر َو ُه  ُم ْس ِل ْم)
33  
Artinya: abu hurairah ra. Berkata, rasulullah SAW, Bersabda, "tiga golongan 
yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi 
perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual 
orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan 
kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi 
upahnya.” (H.R. Muslim). 
c. Ijma 
        Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam 
agama berdasarkan AL-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah dibolehkan sebab 
bermanfaat bagi manusia.
34
 
        Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa 
“sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri 
besar dan fuqaha masa pertama”.35 Al-ijarah merupakan “akad pemindahan 
hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
36
 
 
d. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
      Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima 
oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri 
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 telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang 
telah dilakukan. 
          Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaaan menegaskan: 
         “Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas susatu pekerjaan dan/jasa 
yang telah atau akan dilakukan”.37  
       Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh 
adalah untuk melindungi pekerja dai kesewenang-wenangan pengusaha dlam 
pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima 
upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan 
dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah 
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat 
memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. 
             Berdasarkan uraiaan tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara‟ dan 
juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan 
(al-ijarah) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan 
tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah 
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 mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan 
dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara 
syar‟i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.  
3. Syarat dan Rukun Upah (Ijarah) 
a. Syarat Upah ( Ijarah) 
Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat 
sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa 
menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa 
dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. 
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang 
mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari 
hakekat sewa-menyewa itu sendiri.  
Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru diangap sah apabila 
telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum 
dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai 
berikut:
38
 
 
1) Pelaku ijarah haruslah berakal 
Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama syafi‟iyah dan 
hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila 
orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, 
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 menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut 
mereka, al-ijarah tidak sah. 
Secara umum dapat dikatakan  bahwa para pihak yang melakukan 
ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak 
yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat 
dipertangungjawabkan secara hukum. 
Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak 
dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik 
dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang 
sebagai sesuatu perbuatan yang sah. 
2) Keridhaan pihak yang berakad 
Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 
melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa 
melakukan akad itu, maka akadnya tdak sah. Hal ini berdasarkan kepada 
firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi: 
                         
               لله            
Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)
39
 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam 
untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan 
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 jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua 
belah pihak. 
Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau 
kedua-duanya atas dasar keterpaksaan,  baik dari pihak yang berakad atau 
pihak lain.
40
 
1) Objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat. 
     Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara 
langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat 
menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yag tidak boleh 
diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 
2)  Objek al-ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟ 
   Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan 
terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah 
untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang  (pembunuh 
bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang 
non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka 
objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan 
kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat 
tidak boleh”. 
3) Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui 
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka 
akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan 
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 dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan 
objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa 
waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja. 
4) Penjelas tempat manfaat 
Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan 
dapat diketahui. 
5) Penjelasan waktu 
a)  Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu 
akad, sedangkan ulama Syafi‟iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak 
dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktuyang wajib 
dipenuhi. 
b) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika 
menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau 
pertentangan.  
c)  Penjelasan waktu kerja tentang batas waktu kerja sangat 
bergantungpada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
41
 
Sementara itu Sayyid Sabiq berendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu 
: 
1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. 
2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya  
3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya 
4) Benda yang disewakandapat diserahkan 
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 5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan 
Apabila syarat sewa-menyewa di atas telah terpenuhi, maka akad 
sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara‟. Sebaliknya jika syarat-
syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewanya dianggap batal. 
Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur‟an maupun As-Sunnah mengenai 
hal pengupahan adalah para mua‟ajjir harus memberi upah kepada musta‟jir 
sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan musta‟ajir harus melakukan 
pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat 
ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta‟jir maupun 
mu‟ajir dan ini harus dipertangungjawabkan kepada Tuhan. 
b. Rukun Upah (Ijarah) 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud 
karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, 
terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, 
tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur 
yang membentuk itu disebut rukun.
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Menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu : 
1) Aqid (orang yang berakad) 
Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah 
mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut  mu’jir dan 
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 orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu 
disebut musta’jir.43 
2) Sighat 
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-
‘aqad), terdiri  atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan 
tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. 
Syarat-syaratnya sama dengan ijab da qabul pada jual beli hanya saja dalam 
ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
44
  
3) Upah 
Yaitu sesuatu yang diberikan musta‟jir atas jasa yang telah 
diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟ajjir.  
4) Manfaat  
Untuk mengontrak seseorang musta‟jir harus diketahui bentuk 
kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karna itu jenis pekerjaanya 
harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih 
kabur hukumnya adalah fasid.
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1. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang 
Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-
unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah 
dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (legally concluded contract). 
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 Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki 
empat unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. 
a. Persetujuan kehendak  
Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang 
mengadakan persetujuan kehendak (ijab qabul) antara pihak yang satu dan 
pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-
syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak lain. Persetujuan kehendak 
adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok 
perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki 
oleh pihak yang lainnya.  
b. Kewenagan (kecakapan) 
Unsur subjek (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian 
wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak 
yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, 
artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, 
tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah 
pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain. 
c. Objek (prestasi) Tertentu 
Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat di tentukan berupa 
memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud melakukan berbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan 
tertentu. Suatau objek tertentu merupakan suatu objek perjanjian, prestasi 
wajib dipenuhi. 
 d. Tujuan perjanjian  
Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus 
memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu 
sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan 
kesusilaan masyarakat.
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Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat 
seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui 
oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat artinya, tidak 
wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada 
pihak yang tidak mengakui dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan 
kepengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.   
 
 
4. Macam-macam upah (Ijarah) 
Dalam fiqih mu‟amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi 
dua : 
1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah 
disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah 
pihak yang berakad. 
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 2. Upah yang sepadan (anjrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad 
ijarahnya telah menyebutka jasa  (manfaat) kerjanya.
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Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua : 
a. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah), misalnya sewa menyewa 
rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini mu’ajjir 
mempunyai benda-benda tertentu dan muta’jjir butuh benda tersebut 
dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu’ajir mendapat 
imabalan tertentu dari musta’jjir , dan musta’jjir mendapat manfaat dari 
benda tersebut. Apabila manfaat itu yangbolehkan syara‟ untuk 
dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh 
dijadikan akad sewa-menyewa. 
b. Ijarah yang bersifat pekerja (ijarah ala al-a’mal) ialah dengan cara 
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatau pekerjaan. Ijarah 
seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis 
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, 
dan buruh tani. Mu’ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, 
tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian musta’jjir adalah pihak yang 
membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan 
tertentu. Mu’ajjir mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk 
musta’jjir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’ajjir.48 
5. Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah (Ijarah) 
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 a. Sistem pengupahan (Ijarah) 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 
upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika 
akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan 
tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut abu Hanifah wajib 
diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang 
diterimanya. Menurut Imam Syafi‟iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia 
berhak dengan akad iu sendiri. Jika mu’ajir menyerahkan zat benda yang 
di sewa kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa 
(musta’jir) sudah menerima kegunaannya.49 
Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:
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a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar 
upahnya pda saat jasa telah selesai dilakukan. 
b) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada 
kerusakan pada barang sebelum dimnfaatkan dan masih belum ada 
selang waktu, akad tersebut menjadi batal. 
c) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipaun tidak 
terpenuhi secar keseluruhan. 
d) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak 
sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. 
Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut: 
1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 
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 2. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila 
dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir 
selama penyewaan berlangsung. 
Menurut Aazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan 
menangguhkanya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan 
menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau 
menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib 
dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa 
rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia 
wajib membayar sewaan.
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Upah menurut profesor Benham, “upah dapat didefinisikan dengan 
sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada 
seorang pekerja atas jasa sesuai perjanjian”.52 
Upah mengupah atau ijaarah ‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa, 
biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun 
rumah, dan lain-lain. Ijaarah ‘ala al-a’mal terbagi dua yaitu:53 
a) Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang 
yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah 
memberinya upah. 
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 Contoh: Heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja di tempat Heri 
dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh 
menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut 
belum selesai, dalam arti lain ijarah khusus ini mengikat seseorang agar 
tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah 
ditentukan oleh kedua belah pihak. 
b) Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau 
memlalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. 
Contohnya: Heri dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari Agung, 
untuk mengali sumur, maka selama Heri dan 6 saudaranya bekerja di 
tempat Agung ada orang lain menyuruh Heri untuk membenarkan TV nya 
yang rusak, maka Heri boleh menerima pekerjaannya tersebut. 
1. Gugurnya Upah (Ijarah) 
Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, 
apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi‟iyah, jika ajir 
bekerja di tempat yang dimilikioleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. 
Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah. 
Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya 
saja diuraikan lagi sebagai berikut: 
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a. Jika benda ada ditangan ajir 
1) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas 
pekerjaan tersebut. 
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 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapat uopah atas 
pekerjaannya sampai akhir. 
b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah 
selesai bekerja. 
6. Ketentuan Undang-Undang Tentang Pengupahan 
Upah memegang peranan yan sangat penting dan merupkan suatu 
ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja 
untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun 
perusahaan. 
Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab 
10 mengatur tentang pengupahan. Menurut Pasal 88 Ayat (1) UU 
ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh meliputi: 
1. Upah minimum; 
2. Upah kerja lembur; 
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar            
pekerjaannya; 
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
6. Bentuk dan cara pembayaran upah; 
7. Denda dan potongan upah; 
 8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
9. Stuktur dan sekala pengupahan yang proposional;  
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 
11. Upah perhitungan pajak penghasilan. 
Pasal 89 UU ketenangakerjaan mengatur bahwa upah minimum 
ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhn hidup layak dan dengan 
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum 
dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota. 
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 UU ketenagakerjaan. Dalam hal 
pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah 
ditentukan tersebut, dapat dilakukan penangguhan yang tata cara 
penanguhannya diatur dengan  Keputusan Mentri Tenanggakerja Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata 
Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 
Kemudian, pengturan penguahan yang ditetapkan atas kesepakatan 
antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak 
boleh lebih rendah dari ketentun pengupahan yang ditetapkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih rendah 
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan 
 tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau 
buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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B. ‘Urf Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian ‘Urf 
     Kata urf  secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan 
diterima oleh akal sehat”.56  ´Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah  
(berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah 
berlangsung konsisten  di tengah masyarakat.
57 
´Urf juga disebut dengan apa 
yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ´urf 
perkataan maupun ´urf perbuatan.
58  
Ulama‟ ‘Ushuliyin memberiknan 
definisi:   
 “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan 
mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan- 
pantangan”.59 
Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ´urf  dan 
adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu 
perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan  yang 
rasional. Perbuataan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti 
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 kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian Urf didefinisikan kebiasaan 
mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuataan.
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    Adapun ma‟na ‘urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad 
Dahlan adalah seseuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 
mengikutinya  dalam  bentuk  setiap  perbuatan  yang  populer  diantara 
mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian 
tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, 
mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.
61 
   Sedangkan ´urf  dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat 
adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasanya adalah Kedua kata ini 
berasal dari bahasa Arab yang di adobsi oleh bahasa Indonesia yang baku. 
Kata ´urf  berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang mempunyai derivasi kata al 
-ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 
kata adat berasal dari ‘ad derivasi kata al-‘adah berarti sesuatu yang diulang 
kebiasaanya.
62
 Sedangkan Contoh ´urf perkataan adalah kebiasaan 
menggunakan kata-kata anak (walad) untuk anak laki-laki bukan untuk anak 
perempuan. Kebiasaan  orang  menggunakan  kata-kata  “daging”  pada  
selain  daging ikan. Sedangkan contoh ´urf  perbuataan, ialah kebiasaan orang 
melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa 
menyebutkan lafal ijab  qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada 
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 suaminya sebelum istri menerima maharnya.
63
 Dengan demikian dapat 
menyimpulkan bahwa pengertian ‘urf bisa dibagi menjadi dua yaitu secara 
terminologi dan secara definisi kata. ‘urf secara terminologi berarti sesuatu 
yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan 
diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan 
selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan 
ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainya. 
Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas 
ulama yaitu ‘urf dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal 
dan diulang. 
    Ketika berbicara urf secara langsung berhubungan arti dengan ijma 
dalam subtansinya. Tetapi dalam hal ini urf juga berbeda dengan  ijma’. 
Perbedaan antara ‘urf dengan ijma’ yang dalam beberapa aspek yaitu:64 
1) Dalam  segi  ruang  lingkupnya   ‘Urf  terbentuk  oleh  kesepakatan 
terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang 
awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan 
mujtahid, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh  
sebagian  besar  orang  dan  tidak  mesti  dialukan  oleh  semua orang. 
Sedangkan ijma’ hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja 
terhadap hukum syara’ yang amali, tidak termasuk didalamnya selain 
mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja. 
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 2) ‘Urf terwujud  dengan  persepakatan  semua  orang  dan  kesepakatan 
sebagian   terbesarnya,   dimana   keingkaran   beberapa   orang   tidak 
merusak terjadinya ‘urf. Sedangkan ijma’ hanya terwujud kesepakatan 
bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa 
hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat ijma’ 
tidak terjadi. 
3)  „Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat 
ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
seperti yang berlandaskan nash dan ijma’ sedangkan ijma’  sharikh  yang  
dijadikan  landasan  ketentuan  hukum  kekuatan ijma’  sharikh  yang  
dijadikan  landasan  ketentuan  hukum  kekuatan hukum yang 
berdasarkan nash dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad 
terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma’. 
 
 
 
 
2. Macam-macam ‘Urf 
Para ulama‟ ushul membagi ‘urf  menjadi tiga macam 
1) Dari segi objeknya ‘urf  dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut 
ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. 
a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan(al-‘Urf al-lafdzi) 
 Kebisaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang 
mengunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam 
mengungkapkan sesuatu.
 
Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat 
mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti 
ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. 
Apabila  dalam  memahami  ungkapan  itu  diperlukan indikator lain, 
maka tidak dinamakan ‘urf,  misalnya ada seseorang datang dalam 
keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ 
jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” 
Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksdu  membunuh  
tersebut  adalah  memukul  dengan  tongkat. Ungkapkan seperti ini 
merupakam majaz bukan „Urf. 
b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-amali) 
Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau 
kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah 
keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli 
yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar 
dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.
 
2) Dari segi cakupanya ‘urf   dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang 
bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. 
a.   Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am) 
Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku 
secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh 
 negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang  
melihat  aurat  temanya,  dan  akad  istishna’ (perburuhan). Misalnya 
lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk 
memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep 
termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. 
Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku  bahwa  berat  barang  
bawaan  bagi  setiap  penumpang pesawat terbang adalah dua puluh 
kilogram.
65
 Ulama Madzab Hanafi menetapkan bahwa ‘urf ini 
(‘urf‘am) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan 
istihsan‘urf . ‘urf ini dapat men-takhsis nash yang ‘am yang bersifat 
zhanni, bukan qath’i. Di antara meninggalkan keumuman dari nash 
zhanni karena adanya ‘urf  ialah larangan nabi SAW mengenai jual 
beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama 
madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukanya 
semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah 
menjadi ‘urf (tradisi). 
Sesungguhnya   ‘urf   ‘am   yang   dapat mentakhsis  nash  ‘am  yang  
zhanni  dan  dapat  mengalahkan qiyas?. Dalam   hubungan ini, kami 
menemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha’ tentang 
dibolehkanyan meninggalkan qiyas dalam akad isthisna’ sebagai berikut 
“menurut qiyas, akad isthisna’ tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami 
meninggalkan dalil qiyas lantaran akad tersebut telah berjalan 
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 dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, 
tabi‟in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa”. Ini merupakan 
hujjah yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan qiyas. 
‘Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan ijma’ yang paling kuat karena 
didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama 
mujtahid: oleh golongan sahabat maupun orang- orang yang datang 
setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ‘urf  ‘am yang 
berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah 
silam. 
b.  Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash) 
Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di 
daerah dan di masyarakat tertentu.
66 
Sedangkan menurut Abu Zahra lebih 
terperinci lagi  yaitu‘urf  yang berlaku di suatu negara, wilayah atau 
golongan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila 
terdapat cacat tertentu pada barang  yang  dibeli  dapat  dikembalikan  dan  
untuk  cacat  lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat 
mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan 
masa garansi terhadap barang-barang tertentu.
 ‘Urf semacam ini tidak 
boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas 
yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qathiy, baik berupa nash   
maupun   yang   menyerupai   nash   dari   segi   jelas   dan terangnya. 
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 2. Dari segi keabsahanya dari pandangan syara’, ‘urf  terbagi dua, yaitu 
kebiasaan yang dianggap rusak. 
a. Kebiasaan yang dianggap sah (al-‘Urf al-sahih) 
Kebiasaan   yang   dianggap   sah   adalah   kebiasaan   yang 
berlaku   ditengah-tengah   masyarakat   yang   tidak   bertentangan 
dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan 
mereka, dan tidak pula membawa mad}arat kepada mereka.
 
Atau 
dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak 
membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak 
laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempun dan hadiah ini 
tidak dianggap sebagai mas kawin.  
a. Kebiasaan yang dianggap rusak (al-Urf fasid) 
Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang 
bertentangan   dengan dalil-dalil syara’ dan  kaidah-kaidah dasar 
yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan  
pedagang  dalam  menghalalkan  riba,  seperti peminjaman uang antar 
sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh  juta  rupiah  dalam  
tempo  satu  bulan,  harus  dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila 
jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan 
yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah 
memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut 
mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini 
bukanlah    kebiasaan    yang    bersifat    tolong-menolong    dalam 
 pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ 
tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik 
peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan 
sebutan riba al-nasi’ah (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). 
Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama‟ ushul fikih 
termasuk dalam kategori al-‘urf al-fasid. 
3. Kedudukan ‘Urf  dalam Menentukan Hukum 
Ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi 
Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para 
Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan 
dimasyarakat adalah sanggat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan 
dimasyarakat disapu bersih sampai keakar akarnya oleh Islam dan 
pemimpin Islam.
  
Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang 
bertentangan dengan hukum syara’  yang datang kemudian. Adat yang 
bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan 
syara’ sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan 
pembaruan antara keduanya.
67
 Demikian   pula,   adat   kebiasaan   yang   
telah   melembaga   di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh 
Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur 
dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan 
dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.
 
Adapun metode untuk 
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 yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah 
kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut 
terdapat 4 kelompok yaitu:
 
1)  Adat lama  yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaanya 
mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang 
lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam. 
2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun 
dalam  pelaksanaanya  tidak  dianggap  baik  oleh  Islam.  Ini  dapat 
diterima oleh Islam. 
3) Adat  lama  yang  secara  substasional  menimbulkan  mafsadat atau 
lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima 
oleh islam. 
4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak 
karena  tidak  memberikan  mafsadat  dan  tidak  bertentangan  dengan 
dalil Syara’. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam 
terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan 
sebagai sebuah hukum. 
Jelaslah bahwa adat atau ‘urf  yang mengandung nilai yang positif, dapat 
diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau ‘urf mengandung nilai 
yang negatif maka tidak ada tolelir oleh islam. Para ulama‟ banyak yang 
sepakat dan menerima ‘urf  sebagai dalil dalam meng-istimbath-kan 
hukum, selama ia merupakan ‘urf shahih dan tidak  bertentangan  dengan  
hukum  Islam,  baik  ‘urf  al-‘am  dan  ‘urf  al khas. Para ulama‟ sepakat 
 menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan 
hukum.
68
 
Para ulama‟ menyatakan bahwa ‘urf merupakan satu sumber 
istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak 
ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu 
‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat 
disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak 
atau memakan riba, maka ‘urf mereka ditolak (mardud). Sebab dengan 
diterimanya ‘urf   itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti 
(qath’iy); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena 
kehadiran syari’at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya 
mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju 
kearah  tumbuh  berkembangnya  kemafsadatan  harus  segera  diberantas, 
bukan malah diberi legitimasi. 
 4.  Syarat-syarat ‘urf  untuk dijadikan landasan hukum 
a.‘Urf  mengandung kemaslahatan yang logis 
Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf  yang sahih. 
sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak   
bertentangan   dengan   Al-Qur‟an   dan   Sunnah   Rasulallah. 
Sebaliknya,  apabila  ‘urf   itu mendatangkan  kemudhratan dan  tidak 
dapat  dilogika,  maka  ‘urf    yang  demikian  tidak  dapat  dibenarkan 
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 dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan 
dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.
 
Meskipun ‘urf   
hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi 
kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga 
kebiasaan memakan ular. 
69 
b.‘Urf   tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan 
lingkungan ‘urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. 
‘Urf   itu juga berlaku pada mayoritas kasus  yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat dan keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat 
tersebut.
 
Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang 
berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat 
Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat 
tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi 
tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata 
uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada 
kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, 
kecuali dalam kasus tertentu. 
b. ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku 
pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Berarti ‘urf  ini harus 
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 telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf  itu datang kemudian, 
maka tidak diperhitungkan.
70
 
c.  ‘Urf    itu  tidak  bertentangan  dengan  nash,  sehingga  menyebabkan 
hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.
 
Syarat ini 
sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang sahih karena bila ‘urf  
bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang 
jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf  yang fasid dan tidak dapat diterima 
sebagai dalil menetapkan hukum.
 
Misalnya kebiasaan di suatu negeri 
bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak 
pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan 
pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu 
sendiri. 
 
 
5.  Pertentangan ‘urf dengan dalil syar’i 
    „Urf  yang berlaku ditengah-tengah masyarakat 
adakalanya bertentangan dengan nash (ayat dan atau hadits) 
dan adakalanya bertentangan  dengan  dalil syara‟  lainya.  Dalam  
persoalan pertentangan ‘urf  dengan nash, para ulama‟ ushul 
memerincinya sebagai berikut : 
a) Pertentangan ‘urf  dengan nash yang bersifat khusus/rinci. 
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 Apabila pertentangan ‘urf dengan nash khusus menyebabkan tidak  
berfungsinya  hukum  yang  dikandung  nash,  maka  ‘urf    tidak dapat 
diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi 
anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan  anak  
kandung,  sehingga  mereka  mendapat  warisan  apabila ayah  angkat  
wafat.  ‘urf    seperti  ini  tidak  berlaku  dan  tidak  dapat diterima.71
 
b) Pertentangan ‘urf  dengan nash yang bersifat umum. 
Dalam kaitanya pertentangan antara ‘urf   dengan nash yang bersifat 
umum apabila  ‘urf   telah ada ketika datangnya nash  yang bersifat 
umum, maka harus dibedakan antara ‘urf  al-lafzi dengan ‘urf al-
‘amali. Pertama, apabila ‘urf  tersebut adalah ‘urf  al-lafz}i, maka 
‘urf  tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum 
dikhususkan sebatas „urf al-lafzi yang telah berlaku tersebut, 
dengan syarat tidak dapat dikhususkan oleh ‘Urf dan berkaikan 
dengan materi hukum.
72
 
c) ‘Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan 
‘urf  tersebut. 
Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum 
dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih 
sepakat menyatakan bahwa ‘urf seperti   ini   baik yang bersifat lafz}hi  
maupun yang bersifat ‘amali, sekalipun ‘urf itu bersifat umum, tidak 
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 dapat diajadikan dalil penetapan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf 
ini mucul ketika nash syara’ telah menetukan hukum secara umum.73 
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 BAB III 
LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Tentang Desa Sukajaya Kecamatan Katibung 
Kabupaten Lampug Selatan. 
 
1. Sejarah Desa Sukajaya 
Desa Sukajaya berdiri pada tahun 1879, yang pernah menjabat 
sebagai Kepala Desa di Desa Sukajaya antara lain : 
1. Amzah Gelar (Tmg Suka Jawa) : 1879-1908 
2. Puasa Gelar (Kimas Daeng) : 1908-1933 
3. Zainal Gelar (Tuan Raden) : 1933-1942 
4. Hi. Adnan Gelar (Minak Gumanti) : 1942-1965 
5. Mat Yusup Gelar (Raja Hukum) : 1965-1978 
6. Yunani Yusup Gelar (Batin Nurjaya) : 1978-1988 
7. Abu Bakar Gelar : 1988-1992 
8. Suhemat : 1992-2002 
9. Khaidir Gelar (Ratu Marga) : 2002-2008     
10. Rojali Gelar (Ratu Ulangan) : 2008 Sampai Dengan Sekarang. 
 
 
 
 
 
 
 2. Keadaan Geografis Desa Sukajaya 
Desa Suka Jaya memiliki luas wilayah ± 800 ha dengan lahan 
produktif ± 550 ha dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel  2.1 
Tata Guna Tanah 
NO TATA GUNA TANAH LUAS 
1. Luas pemukiman ± 6 ha 
2. Luas persawahan ± 45 ha 
3. Luas Perkebunan               ± 450 ha 
4. Luas kuburan,Jalan dll ± 15 ha 
5. Perkantoran ± 5 ha 
Total Luas  
Sumber : Data Umum Desa Suka Jaya 
Letak Desa Suka Jaya berada di sebelah Barat Desa Tanjung Ratu, 
Tanjung Agung dan Bandar Dalam yang merupakan Ibu Kota Kecamatan 
Katibung, jarak dari Desa Suka Jaya ke Desa Tanjung Ratu sekitar 1 km, 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara      : Neglasari 
Sebelah Timur : Tanjung Agung, Tanjung Ratu Dan Bandar 
Dalam 
Sebelah Selatan  : Sidomekar Dan Karya Tunggal 
Sebelah Barat  : Pardasuka Dan Babatan 
 
 
 
 3. Kondisi Sarana dan Prasana 
Desa Sukajaya memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat 
yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, 
kesehatan, keagamaan, dan sarana umum 
a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan 
Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Sukajaya mempunyai 
Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. 
Pemerintah Desa membawahi  Dusun dan Dusun membawahi 
beberapa RT ( Rukun Tangga ). Desa Sukajaya mempunyai 4 Dusun 
dan 10 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan 
dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. 
b. Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Sukajaya 
mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan 
rincinan: 
Tabel   2.5  
Pendidikan Formal 
No Nama Jumlah Status (terdaftar, 
terakreditasi) 
Kepemilikan Jumlah 
tenaga 
pengajar 
Jumlah siswa/ 
mahasiswa Pemerintah Swasta Lain-lain 
1
. 
TK 1 unit   √    
2
. 
SD / 
Sederajat 
2 unit  √     
3SMP / -       
 . Sederajat 
4
. 
SMA / 
Sederajat 
-       
Sumber : Data umum Desa Sukajaya 
c.  Sarana dan Prasarana Kesehatan 
Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sukajaya mempunyai 
PKD di tingkat desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap 
dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos. 
Tabel 2.6 
Prasarana Kesehatan 
NO PRASARANA KESEHATAN JUMLAH 
1. Puskesmas Pembantu - 
2. Posyandu 1 unit 
3. Balai Kesehatan Ibu Dan Anak - 
4. Tempat praktek Bidan  1 unit 
 
Tabel  2.7 
Tenaga Kesehatan 
NO SARANA KESEHATAN JUMLAH 
1. Jumlah dokter umum - orang 
2. Jumlah paramedis - orang 
3. Jumlah dukun bersalin terlatih - orang 
4. Bidan 1 orang 
5. Perawat - orang 
6. Dukun pengobatan alternatif - orang 
 
  
 
d. Sarana dan Prasarana Keagamaan 
Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Suka Jaya mempunyai 
masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut: 
Tabel 2.8. 
Sarana Prasarana Ibadah Desa 
NO PRASARANA IBADAH JUMLAH 
1. Masjid 2 buah 
2. Langgar / Surau / Mushola 7 buah 
3. Gereja Kristen Protestan - buah 
 
e. Sarana dan Prasarana Umum 
Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Sukajaya, 
meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang 
kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. 
Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jalan 
dalam Desa Suka Jaya meliputi jalan Desa dan jalan RT. 
Beberapa ruas jalan di Desasudah beraspal dan rabat beton namun 
ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan 
tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut 
dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDesa) 2016-2021. 
  
 
f.  Pemerintahan Umum 
Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Suka Jaya meliputi : 
Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut: 
1. Organisasi Pemerintah Desa Sukajaya 
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. 
Struktur Desa Sukajaya 
aya... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Badan Permusyawaratan Desa 
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 Badan Permusyawaratan Desa Suka Jaya dengan struktur organisasi sebagai 
berikut: 
a. Ketua       : Edi Supianto 
B. Wakil Ketua      : Saprudin 
C. Sekretaris       : Saparudin 
D. Anggota       :- Yusman Efendi 
          - Andi Halim 
          - Irwansah 
          - Fahru Rozi 
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Jaya Sebagai Berikut: 
a. Ketua  :Djadjid     Setiadjid 
B. Wakil Ketua I      : M Thalib 
C. Sekretaris         : Ridwan 
D. Bendahara                                                   : A Razak 
F. Seksi-Seksi : 
1. Seksi agama      : Acon 
2. Seksi Kamtibmas    : Husen  
3. Seksi Pembangunan Perekonomian 
     dan Koperasi    : Ramli 
4. Seksi Pendidikan Dan Ketrampilan         : Usman 
5. Seksi Lingkungan Hidup    : Rohmadini 
6. Seksi Pemuda Dan Orkes    : Hidarwanto 
 7. Seksi Kesra Dan Kesehatan    : Masuni 
4. Lembaga Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( Lpkk ) 
a. Ketua Umum    : Eli Friska, Se 
b. Wakil Ketua I    : Aisah 
c. Wakil Ketua Ii    : Mirna 
d. Sekretaris Umum   : Asnawati 
e. Sekretaris I    : Sa‟adah 
f. Sekretaris Ii      : Janimah 
g. Bendahara    : Agustina 
h. Ketua Pokja I    : Lilis 
i. Ketua Pokja Ii      : Selawati 
j. Ketua Pokja Iii      : Sholeha 
L.     Ketua Pokja Iv      : Rina 
5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda ( LKP ) 
a. Ketua       : Komarudin 
b. Sekretaris    : Hasan 
c. Bendahara    : Heriyansyah 
d. Seksi Pengembangan Sdm    : Rozi Firnando 
e. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial   : Sahrulsyah 
f. Seksi Pemuda Dan Orkes    : Angga 
g. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup   : Agus Safrian 
h. Seksi Humas    : Agung 
Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Sukajaya 
 6. Visi dan Misi Desa Sukajaya 
Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang 
tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan 
pembangunan desa yang di representasikan dalam sejumlah sasaran hasil 
pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan,program, 
dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat petensi dan kebutuhan 
desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagiandari perencanaan 
strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam 
perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang 
diharapkan. 
Visi Pembangunan Desa Suka Jaya Tahun 2016-2021 disusun 
berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih 
melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini 
sedang menjabat.  
Visi Pembangunan Desa Tahun 2016-2021 ini disusun dengan 
memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Lampung Selatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa 
Sukajaya Tahun 2016-2021 adalah : 
“Terwujudnya Desa Sukajaya yang maju, mandiri, sejahtera, sehat dan 
bermartabat“  
Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan desa yang 
sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap 
 (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan 
(stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima 
tahun kedepan. 
 Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam 
pembangunan desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi 
kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari 
pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya 
stimulan atau perangsang. Desa Sukajaya adalah desa yang memiliki 
banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber 
daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi 
yang ada di desadan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada 
bantuan pihak luar.  
Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan 
pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. 
Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian 
sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber 
pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan 
potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan. teknologi tepat 
guna maka tujuan dari pembangunan Desa Sukajaya akan dapat terwujud.  
 
Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi 
kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi 
kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain 
 kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil 
dan merata dengan menititik beratkan pada peningkatan kwualitas sumber 
daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatan 
pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian desa 
yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing. 
Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan 
pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat 
pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya 
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, 
meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya 
hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga 
mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
meningkatkan perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil 
berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan 
beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, 
tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme 
aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, 
bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung 
pembangunan desa. 
Misi Pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau 
dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan Desa yang 
telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desadapat terlaksana dan 
 berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka 
memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan 
pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
a. Mewujudkan masyarakat Desa Suka Jaya yang Mandiri Misi : 
1). Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia 
2). Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyakat Desa Sukajaya 
b. Mewujudkan masyarakat Desa Suka Jaya yang Sejahtera Misi : 
1). Pembangunan 
 Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa 
 Meningkatkan sumber daya alam yang ada 
 Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh 
masyarakat dalam pembangunan Desa 
 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya 
membangun desa 
b. Pemerintahan 
 Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik danDemokratis. 
c. Kemasyarakatan 
 Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah 
 Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dankerukunan 
warga 
  Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu 
PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya. 
6. Tujuan Pembangunan Desa 
Tujuan pembangunan Desa Sukajaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai 
berikut: 
a. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
kehidupan beragama. 
b. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang 
berdaya saing. 
c. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa. 
d. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis 
kelestarian lingkungan hidup. 
e. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. 
f. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. 
B. Profil Pabrik Padi 
1. Sejarah Berdirinya Pabrik Penggilingan Padi  
Penggilingan padi ini berdiri pada tahun 2002 yang didirikan oleh 
kelompok tani Desa Sukajaya. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun 
kelompok tani mengelola usaha ini, tetapi karena adanya kendala 
permodalan, dan permasalahan dalam sistem pengurusan, yang akhirnya 
mengakibatkan kebangkrutan. Kemudian pabrik ini dijual kepada Bapak 
Abdullah, selama kepengurusan atau pengelolaan yang dilakukan oleh 
beliau, pabrik ini pun tidak mengalami kebangkrutan sampai saat ini.  
 Dari sini kita dapat mencontoh sosok Bapak Abdullah, karena 
beliau juga seorang pengusaha dan petani yang sukses. Berawal dengan 
modal pengetahuan, pengalaman, dan finansial yang memadai, Bapak 
Abdullah mengubah dan merenofasi pabrik ini dari segi gedung, fasilitas, 
mesin yang tadinya masih manual menjadi lebih modern. Untuk 
mempermudah dan memperlancar beroperasinya pabrik, pabrik ini 
mempunyai fasilitas atau peralatan sebagai berikut:  
a.  Gedung  
b. 1 (satu) mesin penggiling 
1).  Model     : HW 60 an  
2).  Tipe     : Kombinasi Rool Karpet  
3).  Kapasitas gabah perjam  : 1000 – 1200 kg/jam             
4).  Kadar air gabah   : 14%  
5).  Tenaga Penggerak   : 7 HP  
6).  Main Flat Pul Ley   : 140 x 88  
7).  Putaran Poros Utama   : 1100 (Main shaft)  
8).  Putaran Blauer    : 2081 (fan shaft)  
9).  Ukuran V – Belt   : A 38  
10). Flat Belt    : 3P x 75 mm 
11). Ukuran Roll karet   : Bineh  
12). Kapasitas Tangki Gabah  : 48 Kg  
13). Dimensi         
 - Panjang`    : 1377 mm 
  - Lebar    : 789 mm  
 - Tinggi    : 1497 mm  
14). Berat Bersih    : 155 kg  
c. Timbangan  
d. Mesin jahit karung 
e. Kipas angin  
Alat-alat seperti bor, lori, grenda dan lain-lain yang berfungsi 
untuk memperbaiki mesin. Jika ada kendala pada waktu mesin beroperasi. 
Selain itu Bapak Abdullah juga memperhatikan mengenai Amdal (Analisis 
mengenai dampak lingkungan) agar tidak menyebabkan polusi udara. 
Dibangun pagar tembok yang tingginya 3 meter, dan juga adanya tempat 
pembuangan sekam agar lingkungan sekitar tidak tercemar.  
Setelah melakukan renovasi dari segi gedung, peralatan, fasilitas, 
serta mendapat izin usaha dari pemerintah setempat, usaha ini beroperasi 
melakukan aktivitas, mulai tanggal 3 Agustus 2007, jika dilihat dari 
sejarah berdirinya usaha penggilingan padi ini sudah lama berdiri.  
 
 
 
 
 
1. Manajemen Pabrik Padi 
 Manajemen Pabrik Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung 
Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 1 pemilik, dan 2 karyawan. Untuk 
lebih jelasnya, peneliti cantumkan nama-nama tersebut dalam data berikut. 
 
No. Nama Jabatan Keterangan 
1. Abdullah Pemilik Pemilik merangkap  bendahara 
laporan 
2. Muhlisin Karyawan Bagian penggilingan gabah 
3. Tayib Karyawan Bagian penggilingan gabah 
 
C. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Sukajaya 
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 
 
Pada umumnya sistem pengupahan penggilingan padi di Desa 
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 
beras.
74
 Berdasarkan praktek yang ada di lapangan masyarakat dalam 
menggiling padinya menggunakan jasa mesin penggiling padi dengan 
membayar sejumlah beras atas jasa tersebut dan akan menerima hasil berupa 
beras dari padi tersebut. 
Apabila melihat sejarah upah penggilingan padi di Desa Sukajaya 
upah jasa penggilingan padi yang ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan 
padi adalah berupa beras. Hal tersebut sudah menjadi ketetapan pasti dan adat 
kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung 
Kabupaten Lampung Selatan. Namun bagi masyarakat di Desa Sukajaya upah 
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 beras bukan merupakan hal yang baru dalam sistem pengupah  penggilingan 
padi, karena  sebelumnya  masyarakat sukajaya telah terbiasa dengan upah 
yang ditetapkan yakni berupa beras.  
Berdasarkan hal tersebut pemilik jasa penggilingan padi yang 
beroperasi di wilayah sukajaya menyesuaikannya dengan kebiasaan 
masyarakat sukajaya. Sehingga  terdapat bentuk sistem pelaksaan 
penggilingan padi di desa Sukajaya ini, diantaranya:  
a. Proses pelaksanaan 
Masyarakat yang ingin menggiling gabahnya mengantar ke pabrik 
gilingan di wilayah mereka, atau bisa juga bagi mereka yang sudah 
berlangganan menghubungi pihak pemilik mesin giling dengan via telepon 
guna melakukan pengambilan gabah. 
b. Proses penggilingan  
        Penggilingan dilakukan oleh pemilik mesin penggilingan dengan dibantu 
dua pegawai pabrik penggilingan padi, sedangkan masyarakat atau pemilik 
gabah hanya menunggu hasilnya saja. Dalam proses penggilingan 
padi/gabah sendiri umumya terdapat 2 tahap, yakni:  
1).   Pecah Kulit (PK)  
Dimasukkan ke  pemutihan pada  mesin, proses pembentukan kualitas 
beras yang bagus. Selain itu ada juga proses penggilingan padi/gabah 
yang hanya sekali tahapan saja. Dalam proses ini hasil beras sangat 
ditentukan oleh kualitas gabah yang digiling, jika gabah tersebut 
tingkat kekeringan rendah dan banyak yang gabuk (tidak memiliki 
 sisi) maka hasil berasnya akan hancur.
75
 
2).   Penerimaan Hasil Penggilingan 
Setelah proses penggilingan selesai, pihak penggiling akan memberikan 
hasil gilingan gabah yakni berupa beras. Selain mendapatkan hasil 
beras tersebut masyarakat yang menggilingkan gabahnya juga 
mendapatkan dedak. Untuk hasil setiap karung gabah sendiri berbeda-
beda tergantung bobot dan kualitas gabah tersebut. Apabila gabah 
kualitas bagus 1 karung gabah biasanya menghasilkan beras minimal 
35 kg, sedangkan untuk gabah kualitas rendah minimal menghasilkan 
beras 7 kg.
76 
Dari keterangan di atas mulai dari proses akad, 
penggilingan, juga penerimaan hasil berlaku untuk semua jasa 
penggilingan padi di wilayah sukajaya, antara masyarakat selaku 
pengguna jasa mesin gilingan dengan pemilik mesin gilingan tidak 
melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai upahnya berupa 
beras. Karena masyarakat sukajaya hanya mengikuti adat yang sudah 
berlaku. Dengan demikian bahwa ketentuapemilik gilingan dengan 
masyarakat yang menggilingkan menunjukkan tidak ada kesepakatan, 
karena itu sudah menjadi adat atau rutinitas di Desa Sukajaya ketika 
ingin menggilingkan gabah. Sehingga yang menjadi jaminan atas 
transaksi tersebut adalah kepercayaan untuk memegang amanah dari 
pelayanan jasa penggilingan padi. 
c. Upah beras  
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   Pengambilan upah gilingan padi yang terdapat dalam praktek jasa 
penggilingan padi di desa Sukajaya milik Bapak Abdullah menetapkan 
upah berupa beras, dengan berpatokan pada hasil  gilingan padi, menurut 
penuturannya  pemilik mesin gilingan mengambil upah beras dengan 
hitungan 1kg beras dari 10kg beras hasil gilingan padi, dan berlaku 
kelipatanya.dan dalam hal pengambilan upah dilakukan sebelah pihak 
yaitu penggiling padi sebelum diantarkan kerumah konsumen.  
Ibu Katiyem yakni pelanggan jasa penggilingan padi milik bapak 
Abdullah menuturkan bahwa upah menggunakan beras sama-sama 
menguntungkan antara pemilik mesin gilingan dengan pengguna mesin 
gilingan
77
, pengupahan menggunakan beras sudah ditetapkan oleh pemilik 
mesin penggilingan padi. Hal tersebut dipertimbangkan dari biaya 
operasional masing-masing pemilik mesin gilingan. Sehingga masyarakat 
tinggal mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai ketetapan masing-masing 
pemilik mesin gilingan.
78
 Begitu juga Ibu Siti sebagai pelanggan 
penggilingan milik bapak Abdullah, menyatakan bahwa tentang penentuan 
upah adalah dari yang punya gilingan, jadi masyarakat tinggal menerima 
saja berapa besar jumlah kg yang ditentukan oleh yang punya gilingan. 
Hanya saja masyaraka terkadang kecewa ketika kualitas gabah yang bagus 
dan pemilik gilingan mengambil potongan dengan berbeda dengan hari 
sebelumnya yaitu dengan 2 karung beras yang sama kualitas tapi hasil 
beras yang berbeda. Namun untuk permasalahan tarif tidak banyak 
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 masyarakat yang berani mengkomplain hal tersebut.
79
 Hal serupa juga di 
ungkapkan oleh bapak Salman, beliau menggunakan jasa penggilingan 
padi dengan kualitas gabah cukup baik dengan 1 karung biasanya jadi 
beras dengan berat 30kg, tetapi pada hasil yang diberitahukan pemilik jasa 
penggilingan hanya berbobot 25kg dari padi dengan ukuran 50kg, dan 
itupun belum termasuk potongan upah. Dan setiap melakukan 
penggilingan padi dengan kualitas padi yang sama dan karung yang sama 
hasil beras berbeda beda dari penggilingan sebelumnya.
80
 
Bapak Junaidi menceritakan pengalamannya, bahwa dengan  cara 
membayar upah berupa beras dengan sistem pemotongan hasil yaitu 
dengan memotong 1 kg dengan 10 kg sangat mempermudah dan karena 
tidak harus mengeluarkan biaya lain. Cukup dengan mengambil hasil 
penggilingan tersebut.
81
 
Bapak Toni, dan bapak Sadino menyatakan bahwa tidak ada 
transaksi tertulis ataupun dihadiri antara kedua belah pihak, pihak pemilik 
mesin giling datang kemudian langsung dibawa untuk digiling.
82
 Untuk 
upah atas jasa penggilingan ditentukan diakhir transaksi, dan dalam waktu 
pengambilan upah berupa beras masyarakat tidak tahu takaran pasti yang 
diambil oleh pemilik mesin gilingan, karena hal tersebut hanya dilakukan 
secara sepihak yakni oleh pemilik mesin gilingan padi.
83
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 BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras di Desa 
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti 
yang telah dipaparkan pada Bab III serta merujuk pada Bab II sebagai 
landasan teori. Upah (Ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan 
untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu’ajjir oleh seorang 
musta’jir yang jelas dan disengaja dengan cara memeberikan 
penggantian/upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan 
keadilan, dan memepertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan 
Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah 
yang diberika oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah 
dikerjakannya. 
Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, 
karena akan menimbulkan hubunngan yang berisi hak-hak atas kewajiban 
masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten 
Lampung Selatan, upah mengupah  tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi 
semata namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi 
anatar warga sekitar 
Upah mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di Desa 
 Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Setelah 
menganalisis data-data yang dikemukan diatas, peneliti merasa adanya 
kesenjangan  antara teori dan praktek yang terjadi, bahwa praktek upah 
mengupah yang dilakukan oleh pihak pabrik (pemilik penggilingan padi) 
dengan pemilik padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten 
Lampung Selatan tanpa dihadirinya salah satu pihak yaitu pemilik padi 
saat pemotongan beras berlangsung tidak hadir tempat pemotongan. 
Analisis praktek sistem mengupahan pada pabrik penggilingan 
padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan 
dilihat dari rukun ijarah upah sebagai berikut :  
1. ‘Aqid ialah orang yang melakukan akad. Yaitu pemilik padi dan 
penerima upah/pihak pabrik, dalam pelaksanaannya pengupahan pada 
pabrik penggilingan padi sudah terpenuhi maka dalam hal ini tidak 
menyalahi ketentuan hukum pengupah dalam hukum Islam. 
2. Sighat adalah ijab dan qabul. Dalam teorinya, sighat yang pertama 
harus jelas pengertiannya, dan tidak memiliki pengertian lain, namun 
dalam prakteknya sighatnya sudah jelas mengenai upah yang telah 
ditentukan, dan yang kedua harus bersesuaian anatar pihak yang 
berijab dan menerima ijab. Dalam prakteknya sighat pada penggilingan 
padi ini telah memenui rukun ijarah. 
3. Upah yaitu sesuatu yang berikan musta‟jir atas jasa yag telah diberikan 
atau diambil manfaatnya oleh mu‟ajir, dalam teorinya upah haruslah 
jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena itu ijarah tidak sah 
 dengan upah yang belum diketahui. Dalam praktek yang terjadi 
dilapangan ijarah sudah jelas dan diketahui kedua belah pihak. 
4. Manfaat adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad dalam hal 
sistem pengupahan ini adalah tolong-menolong seperti yang terjadi 
pada sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sukajaya 
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  
Adapun syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut :  
1. Pelaku ijarah haruslah berakal 
Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah 
mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang 
sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat 
dipertanggungjawabakan secara hukum. Di Desa Sukajaya Kecamatan 
Katibung Kabupaten Lampung Selatan pelaku ijarah sudah bisa 
dikatakan cakap dan sempurna sebab mereka para pihak pabrik 
mauapun pemilik padi sudah melebihi usia 18 tahun dan dapat 
memepertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum. 
2. Keridhaan pihak yang berakad 
Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 
melakukan ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa 
melakukan itu, maka akadnya tidak sah. Sedangkan yang terjadi 
dilapangan ada beberapa masyarakat yang tidak ridho karena hasil 
disetiap penggilingan berbeda-beda tetapi dominan masyarakat di Desa 
 Suakajaya kecamatan katibung kabupaten lampung selatan ridho 
dengan alasan menggunakan kepercayaan. 
3. Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat 
Objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan 
tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan 
bahwa tidak boleh menyewakan sesuatau yang tidak boleh diserahkan 
dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Yang terjadi dilapangan 
objek ijarah termasuk objek yang bermanfaat dan diserah terimakan. 
4. Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟ 
Islam tidak memebenarkan terjadinya sewa meneyewa terhadap sesuatu 
perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk 
perbuatan maksiat, untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan 
orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim 
untuk diajadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa 
menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah 
fiqh menyatakan : “Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak 
boleh”. Objeknya termasuk objek yang halal dan dimanfaatkan untuk 
kelangsung hidup. 
 
 
5. Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui 
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka 
akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan 
 penerima sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan bjek 
akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa 
waktu, dan penjelasan. Dalam pengupahan ini objek dan jumlahnya 
dapat diketahui dengan jelas antara kedua belah pihak. 
Dalam pelaksanaannya pengupahan penggilingan padi dengan 
beras di Desa sukajaya kecamatan katibung kabupaten lampung selatan 
terdapat syarat yang tidak tepenuhi yaitu keridhaan sebelah pihak yaitu 
pemilik padi merasa dirugikan.   
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi 
Dengan Beras Di Desa Sukajaya Kec Katibung Kab Lampung Selatan 
 
Pengupahan penggilingan padi dengan beras sudah menjadi adat 
kebiasaan di desa sukajaya kecamatan katibung kabupaten lampung 
selatan yang sudah terjadi sejak dulu dari awal berdirinya pabrik 
penggilingan padi.  
Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan seperti 
yang telah dipaparkan pada BAB III, serta merujuk pada BAB II sebagai 
landasan teori, upah (ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan 
untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang muajjir oleh seorang 
musta’jir yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian 
(kompensasi/upah). Penetapan upah bagi tenaga kerja harus 
mencerminkan keadilan dan memepertimbangkan berbagai aspek 
kehidupan,  
Upah-mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti 
 pengupahan yang dilakukan dalm praktek penggilingan padi di Desa 
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Setelah 
menganalisa data-data yang telah dikemukan diatas, peneliti merasa 
kesenjangan anara teori dan praktik yang terjadi, bahwa praktik upah 
mengupah yang terjadi pada penggilingan padi di Desa Sukajaya 
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan terdapat ketidak relaan 
pada sebelah pihak (mu’ajjir). 
Menurut hasil wawancara dengan pemilik padi dan pihak pabrik 
upah mengupah yang dilakukan dalam proses penggilingan padi dilakukan 
dengan sepihak dalam pengambilan upahnya yaitu berupa beras dari hasil 
penggilingan, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakat antara kedua belah 
pihak. Bentuk dalam pengupahan ini dilakukan secara lisan atas dasar suka 
sama suka, rela sama rela, ikhal sama ikhlas, dan saling percaya tidak 
terlalu formal. 
Dengan cara pihak pabrik mendatangi pemilik gabah/padi secara 
langsung kerumahnya ataupun pemilik padi mengantarkan langsung ke 
pabrik penggilingan padi, dalam proses penggilingan tidak menggunakan 
perjanjian secara tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT 
menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat  82 yang artinya : 
Apabila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu yang telah ditentukan 
hendaklah seorang diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam 
menganjurkan setiap kerja sama dalam upah mengupah dilakukan secara 
tertulis dan tidak secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa 
 merugikan dalam suatu kerja sama. Kemudian dilihat dalam praktek upah 
mengupah dilakukan dengan sepihak dan praktek upah mengupah seperti 
ini dianggap biasa karna merupakan suatu kebiasaan di masyarakat Desa 
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan akibat dari 
tindakan pihak pabrik yang mengambil bagian dari upah jasa penggilingan 
padi yang sepihak tanpa dihadirinya pihak pemilik padi mengakibatkan 
sering terjadinya masalah dengan hasil gilingan padi yang berbeda-beda di 
setiap hasil penggilingan, terkadang hasil beras yang didapatkan dari hasil 
penggilingan tidak sesuai seperti biasanya bahkan lebih sedikit. Realita 
dalam masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten 
Lampung Selatan tidak mengerti adanya kesepakatan kerjasama dalam 
hukum Islam, seharusnya pihak pabrik dan pihak pemilik gabah/padi 
menyaksikan dalam pemotongan pengambilan upah agar tidak terjadi 
kesalah pahaman kedua belah pihak.. Tetapi melihat dengan pelaksanaa 
yang sudah menjadi adat kebiasaaan ur’f maka pandagan hukum Islam 
tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya 
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan termasuk praktik saling 
tolong-menolong dalam hal kebaiakan antar sesama manusia dan 
diperbolehkan dalam Islam. 
  
 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan 
menganalisis data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka 
pada bab ini  akan ditarik suatau kesimpulan berdasarkan rumusan 
masalah yang telah diuraikan pada bab seblumnya. Adapun kesimpulan 
dari pembahasan ini adalah sebagai berikut : 
1. Sistem pengupahan yang dilakuakan petani dan pihak pabrik di Desa 
Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah 
memenuhi kesepakatan pada saat pertama kalinya saja dan telah 
menjadi kebiasaan dimana sistem pengupahannya setiap 10 kg beras 
dari hasil penggilingan dibayar dengan 1 kg beras. 
2. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahn penggilingan padi dengan 
beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung 
Selatan telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi 
rukun dan syarat dalam upah mengupah, serta berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak. 
 
  
  
B. Saran 
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memeberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Dalam melakuakan pemotongan upah menggunakan beras  
berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara 
langsung untuk menghadari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat 
merugikan kedua belah pihak. 
2. Antara pihak pabrik dan petani harus memeberikan toleransi dalam 
hasil yang berbeda guna menjaga hubungan baik antara kedua belah 
pihak. 
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 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Pihak Pabrik 
1. Sejak kapan berdirinya pabrik padi di Desa Sukajaya? 
2. Bagaimana sejarah berdirirnya pabrik padi di  Desa Sukajaya? 
3. Siapa pemilik pabrik padi tersebut? 
4. Fasilitas apa saja yang terdapat di dalam pabrik padi di Desa Sukajaya? 
5. Berapa banyak jumlah karyawan yang pabrik ? 
6. Bagaimana sistem pembagian kerja ? 
7. Berapa tahapan yang harus di lewati dalam penggilingan padi ? 
8. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Pihak Pemilik Padi (Konsumen) 
1. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sukajaya.? 
2. Bagaimana kwalitas beras setelah melewati masa penggilingan ? 
3. Bagaimana jika beras yang di giling mengalami kerusakan? 
4. Apakah kedua belah pihak menghadiri saat terjadinya transaksi 
pemotongan beras? 
5. Berapa jumlah pemotongan beras yang di sepakati antara kedua belah 
pihak ? 
6. Apa keluhanan anda terhadap pihak pabrik? 
7. Apa jawaban dari pihak pabrik padi atas keluhan yang disampaikan oleh 
masyarakat ? 
 
 
